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BUPATI KEPULAUAN ARU 
PROVINS! MALUKU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR S TAHUN �o14 

TENT ANG 

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 
DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai 
pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan 
Masyarakat; 

b. bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 
merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas penyediaan 
fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 
dan Retribusi Tempat Pelelangan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 
Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di 
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara.Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 



-- 

' 

14. 

11. 

10. 

1.2. 

13. 

6. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor · 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);' 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nornor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal 
Kabupaten Kepulauan Aru; 
Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
P�'ndapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; 
K putusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 
t tang Evaluasi 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah 
Kfbupaten Kepulauan Aru Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKI AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

dan 
BUPATI KEPULAUAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
DAN/AfAU PERTOKOAN. 

I 

RETRIBUSI PASAR GROSIR 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Aru; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Aru; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; 
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan; 

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; 

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, 
Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 

9. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang 
termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar 
pertokoan y�g dikontrakan/disediakan oleh Pemerintah Daerah; 

10. Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi 
jual beli secara lelang; 

11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan 
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan 
langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan; 

12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 

13. Retribqsi pasar grosir dan/atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran atas pelayanan pentedian fasilitas pasar grosir berbagai 
jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan 
fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan atau 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelolah oleh 
Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta; 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi; 

15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan 
fasili tas terminal; 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang; 



17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukanjutnlah 
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda; 

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Retribusi; 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan Retribusi Daerah; 

21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 
yang terjadi menemukan tersangkanya. 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRlBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir berbagai jenis 
barang dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan. 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan 
penyediaan fasilitas Pasar Grosh- dan/atau Pertokoan oleh Pemerintah 
Daerah yang meliputi : 
a. pasar grosir berbagai jenis barang; dan 
b. pertokoan. 

(2) Penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas pasar 
dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, pihak 
swasta dan BUMD, termasuk Perusahaan Daerah (PD) Pasar. 



Pasal 5, 

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat 
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pelelangan ikan, ternak, basil bumi dan basil hutan termasuk 
jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 

(2) Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah 
Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 

(3) Dikecualikan objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, 
dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 6 

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/ atau pertokoan. 

Pasal 7 

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah. 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 8 

Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan 

digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 9 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan diukur 
berdasarkan jenis, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir 

dan/ atau pertokoan. 

Pasal 10 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan basil 

pelelangan. 



----- ------------ 

BABV· 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
Pasal 11 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif retribusi 
didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara 
efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 12 

(1) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan 
jenis fasilitas, yang sendiri atau kios dan los, lokasi, luas kios/los dan 
jangka waktu pemakaian. 

(2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa 
yang merupakan jumlah unsur-unsur biaya per satuan penyediaan jasa, 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi : 
a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai 

termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, 
sewa tanah dan bangunan, bfaya listrik dan semua biaya rutin/periodik 
lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; dan 

b. biaya tidak langsung, yang_ meliputi biaya administrasi umul'.I! dan biaya 
lainnya yang mendukung penyediaan jasa. 

(4) Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut: 
LO KASI JENIS BANGUNAN LUAS TARIF 

l. Pasar Lantai I a. Los 
- Semi 1 m2 Rp. 15.000,-/bulan 

permanen 1 m2 Rp. 20.000,-/bulan 
- Perman en 

b. Kios 1 m2 Rp. 25.000,-/bulan 
- Semi 1 m2 Rp. 50.000,-/bulan • 

permanen 1 m2 Rp. 15.000,- 
- Perman en /bulan 

c. Pelataran 
2. Pasar Lan tai II Kios Permanen 1 m2 RP. 25.000,-/bulan 
3. Pertokoan 1 m2 Rp. 35.000,-/bulan 

Pasal 13 

Tarif Retribusi Tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut : 
a. pelelangan ikan : 5% dari hasil pelelangan; 
b. ternak : 5% dari hasil ternak; dan 
c. hasil bumi : 5% dari hasil bumi. 



Pasal 14· 

( 1 J Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah. · 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 15 

Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan dan Retribusi Tern pat Pelelangan 
yang terutang dipungut di wilayah daerah. 

BAB VIII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 16 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan 

lain oleh Kepala Daerah. 

Pasal 17 

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

BAB XI 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 18 
• 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

BAB XII 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 19 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 



BAB xm 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 20 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka. 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakari dan 
STRD. 

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 
Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi. 

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 

BAB XIV 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 21 

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari 
sejakjatuh tempo. 

(2) Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat 
lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang 
terutang. 

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 

BAB XV 
KEBERATAN 

Pasal 22 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 
atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam ha! Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi 
secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan Retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila 
Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga 
tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi. 



Pasal 23· 

(1) Kepala Daerah dalamjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang 
diajukan. 

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah 
lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan 
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

BAB XVI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 24 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi, dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. 

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak 
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah 
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi 
terse but. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
lewat jangka waktu 2 (dua] bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan retribusi. 

Pasal 25 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 
tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; 
b. Masa retribusi; 
c. Besamya kelebihan pembayaran; dan 
d. Alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan 
secara langsung atau melalui pos tercatat, 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat 
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. 



Pasal 26 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan 
menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi 
lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan 
dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai 
bukti pembayaran. 

BAB XVII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRJBUSI 

Pasal 27 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan Retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{l) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
dengan melihat fungsi objek Retribusi. 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan 
oleh Kepala Daerah. 

BABXVlII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 28 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

mau pun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Retribusi. 



Pasal 29 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi 

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB XIX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30 

( 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 
pelanggaran. 

BAB XX 
PENYIDIKAN 

Pasal 31 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang .. Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar 
keterangan atau laporan terse but menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melalrukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoarang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada asaat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 



h, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

BABXXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

US A. GAINAU 

Diundangkan di Dobo 
pada tanggal \ 2 Prp1«\,L, 1-1:>l '1 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

ARENS UNIPLAITA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARV 
TAHUN 2.ol'-{ NOMOR S 

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINS! MALUKU 
(NOMOR g / TAHUN 'J\DI� ) 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR ':'.: TAHUN �ty 

TENT ANG 
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 

DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 

I. UMUM 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan berdasarkan 
pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, mendorong 
daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 
kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga daerah 
mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan 
melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan asp:irasi masyarakat 
berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara sebagai Negara Kesatuan. 

Bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah secara proporsional 
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 
keadilan sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah yang bertumpu pada 
kemandirian daerah menuntut kemampuan Daerah untuk dapat mengurus 
dan mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan kewenangan yang 
diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dengan kewenangan yang diberikan juga melahirkan kewajiban 
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas 
Pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat menuju 
terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dalam pelaksanaannya 
membutuhkan atau perlu . ditopang dengan sumber-sumber pembiayaan 
yang memadai. 

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan 
upaya peningkatan pendapatan Daerah dengan menggali sumber-sumber 
pendapatan Daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu sumber pendapatan daerah berdasarkan kewenangan 
yang diberikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pasar Gros:ir 
dan/atau Pertokoan yang perlu dikelola secara optimal guna dapat 
meningkatkan pendapatan daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 



-------------- 

Pasal3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

. Cukupjelas . 
Pasal 5 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
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Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 



Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukupjelas 

Pasal23 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukupjelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 



Pasal 28 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal29 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 32 
Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 'S 


